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SURAT KEPUTUSAN KEPAI-A DINAS PENPIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 427-l I 426 /DP/Bid- Dikd'a34,1, ?t:j/iJ

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLq,H DASAR NEGERI 12 TANAH SIRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

: a" bahwa Sekotah Dasar Negeri 12 Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begatung
telah memenuhi perqraratan dalam penyelenggaraan pendidikan.

b" bahwa dala'n rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan
dasar cli Kota Padang, dipanclang perlu menerbr-tkan kembalf surat iain
operasional sekolah Dasar Negeri 12 Tanah siratr, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang. :E?

c. hhwa bcrdasatwr pertimbarrgan {imrJrsorcrlada hrrruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan
tentang lzin operasional sekolah Dasar Negeri 12 Tanah sirah.

: 1" undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah' Otonom Kota Elesar Dalarn Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah flembaran Negara Tahun 1.956 Nomor 2Ol;

2" undang-undang Nomor x rahun 2to3 tertang siscem ?endidikan
Nasional, {t^embaran Negara Tahun 2oo3 Nomor Tg, Tamrbahan
Iembaran Nqara Nomor a3ol);

3- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O17 tentrrry Pean}le,';atukan Peraturat
Perundang-undangan (Iembaran Negara Tahun 2oll Nomor g2,
Tambahan Ieinbaran Negara Nomor S23a\

4. Undang-Unrlarrg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2ol4 (r,embaran Negara
Tal.un 2o14 Nomor 246, Tambahan Iembaran Negara Nomor 55s9|;5. Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 198O tentang Perubahan Batas
wilayah Kotarqadya Daerah ringkat tI padang tkmbaran Negara Tahun
198O Nomsr 25, Tambahan Lembaran Negaalkmnn 3'r64y,

6- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang StanAar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Tarrun 2005 Nomor 41, Tambahan
Iembaran Negara Nomor 44961, sebagaima:ca telajr djubab dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Iembaran Negara Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5a1O);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2o0z tentang pembagian urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi danpsngrintah*rr Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 20o7
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Nomor aBTl;

8. Peraturan PemeT intah Nomor 17 Tahun 2oro t-';ntang &ngelolaan Dana
Penyelenggaraan Pendidikan (tcmbaran Negara Tahun 201o womor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor slos), sebagaimana telah diubah '

dengan Feraturen Pemerintah Nomor 66 Tatu:rr- 20l-e f.Lenabaran Negara
Tahun 201o Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Nomor sl27l;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2Ol0 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota
sebagaimana tehh diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;


